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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Peran penyidik kejaksaan Negeri Gorontalo dalam proses pengembalian 

atau peyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa pengembalian 

atau penyitaan aset melalui jalur pidana, pengembalian atau penyitaan 

aset melalui jalur perdata, pengembalian atau penyitaan aset melalui jalur 

administrasi atau politik, serta pengembalian atau penyitaan aset melalui 

jalur administrasi atau politik, serta pengembalian atau penyitaan aset 

secara sukarela. 

2. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan 

Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi 

menimbulkan masalah yang terjadi di lapangan, antara lain: keterbatasan 

dana dari pemerintah sehingga penyidik kejaksaan memakai uang pribadi 

mereka sendiri. Dari masalah tersebut, pihak kejaksaan dalam melakukan 

penyidikan belum maksimal dan secara keseluruhan mengungkap  kasus 

tindak pidana korupsi tersebut.  
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5.2 Saran 

Adapun beberapa hal yang penulis sarankan dalam hasil penelitian 

terhadap Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam tindak pidana 

korupsi yaitu sebagai berikut : 

1. Kepada Instansi terkait agar pihak Kejaksaan melakukan kerjasama dan 

berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyidikan tindak pidana 

korupsi, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa-jaksa agar 

setiap Jaksa mempunyai kredibilitas dan mempunyai kelebihan di bidang 

penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan agar dapat 

mengoptimalkan tugas-tugas Jaksa yang melakukan Penyidikan Tindak 

Pidana Korupsi. 

2. Kepada Pemerintah juga mempunyai andil untuk memperhatikan kinerja 

para penyidik agar tidak adanya kendala-kendala dalam hal melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan penyidik merupakan ujung 

tombak Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. 

3. Peran masyarakat juga penting dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Jika ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat serta 

Kejaksaan maka dengan mudah akan didapatkan laporan-laporan tentang 

adanya oknum Jaksa yang telah menerima suap. Laporan yang diberikan 

masyarakat terkait dengan adanya suap yang dilakukan aparat dan Jaksa 

harusnya ditindak secara tegas dan direspon dengan cepat, sehingga upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi bisa menjadi lebih mudah dalam 

pengerjaannya. 
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